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ABSTRAK 
AHMAD RAIS SETIAWAN (B11113506), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Asal-usul Perkawinan (Studi 
Kasus Putusan No:421/Pid.B/2016/Pn.Mks) didampingi oleh Bapak 
Muhadar sebagai pembimbing I dan Ibu Dara Indirawati sebagai 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana 
Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan 
menurut Putusan No.421/Pid.B/2016/PN.Mks dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan. 
Penelitian ini berlokasi di kota Makassar bertempat di Kantor 
Pengadilan Negeri Makassar. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan 
data berupa studi pustaka dan wawancara atau interview. Jenis penelitian  
yang digunakan menggunakan yuridis normatif, sumber data penelitian 
menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Kemudian data 
yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta 
menafsirkan data berdasarkan teori sehingga mengunggkapkan hasil dan 
kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) penerapan hukum 
dalam kasus ini sudah tepat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana 
berdasarkan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-1, namun dakwaan tunggal ini tidak 
sepenuhnya tepat karena terdapat tindak pidana yang lain yang telah 
dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini yaitu Pasal 263 ayat (1) atau 
Pasal 284 ayat (1e) huruf a. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dan terbukti 
secarah sah dalam persidangan berdasarkan penjabaran dari keterangan 
saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang saling berkesesuaian, 
serta dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis dan hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan. Hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang 
dimana tujuan pemidanaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri, 
membebaskan rasa bersalah, dengan memulihkan keseimbangan yang 
dapat menyelesaikan konflik sehingga dapat menimbulkan rasa damai 
tujuan pemidanaan berdasarkan rancangan KUHP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan sering terjadi dan 
menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering 
dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau 
pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di 
mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai 
melangsungkan pernikahan. Pemalsuan asal-usul suatu pernikahan 
merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya 
masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan 
pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap 
asal-usul perkawinan. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga 
dengan monogami.Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan 
pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. 
Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal 
dengan istilah poligami.  
Dalam dewasa ini kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang 
perempuan tidak menghendaki suaminya agar memiliki istri lain baik 
dari wanita yang beragama nasrani maupun wanita yang beraga 
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islam. Banyak hal yang menjadi pertentangan bagi seorang 
perempuan untuk menghalalkan suaminya agar memiliki istri lagi. 
Walaupun dalam ajaran agama islam seorang suami diperbolehkan 
mempunyai istri lebih dari satu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu 
yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri,dan 
asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini 
berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah 
yang pantas dan kecintaan yang layak, dengan tiada perbedaan 
sedikitpun. 
“Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 2 & Pasal 3: 
Pasal 2 : 
1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pasal 3 : 
1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. 
2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak 
yang bersangkutan.” 
 
Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia telah 
mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat 
bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-
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syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.  
Adapun asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang 
tubuh terbentuknya undang-undang perkawinan yang dihayati oleh 
bangsa Indonesia, yakni : 
1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluaraga yang 
bahagia dan kekal. 
2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggerakan berdasarkan 
hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan 
pencatatan sesuai aturan. 
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai 
landasan. 
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat 
melangsungkan perkawinan. 
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka dianutlah 
prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian; 
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.1 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan 
runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu 
                                                          
1 Moch. Isnaeni, 2016. Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 
Hal 22 
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penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal-usul 
perkawinan.  Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia 
merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak 
terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang 
memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan 
yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan 
hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, 
selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga 
korban/pelaku. 
Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 
KUHP yaitu:  
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :  
1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah 
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;  
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain 
menjadi penghalang untuk itu.  
2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah 
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.”  
Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP : 
“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak 
memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang 
sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, 
apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan 
lalu dinyatakan tidak sah.”  
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Di Indonesia khususnya daerah kota Makassar, telah banyak 
terjadi kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Hal ini menjadi suatu 
kejahatan yang masih belum banyak masyarakat indonesia 
khususnya Kota Makassar ketahui, sebab minimnya informasi 
mengenai kejahatan terhadap asal – usul perkawinan. Adapun kasus 
posisinya secara singkat adalah sebagai berikut: Ansar Bin 
Abd.Rasyid telah menikah dengan Munamira pada sekitar tanggal 06 
Oktober 2001 di Kab. Pangkep sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah 
yang dikeluarkan KUA kec. Pangkajene Kab. Pangkep dengan nomor 
: 493/3/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 2 
(dua) orang anak lalu sekitar tahun 2014 Ansa Bin Abd. Rasyid 
berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Jumriati Binti 
Muh. Rewa, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat 
di Jalan Bangkala No.10 Kel. Kapasa Raya Kec. Tamalanrea Kota 
Makassar, mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa 
perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang 
yang sah untuk itu. Kemudian untuk meyakinkan Abd. Hafid Karim 
yang bertindak sebagai imam, maka Ansar Bin Abd. Rasyid mengaku 
kepada Abd. Hafid Karim bahwa ia masih jejaka/bujang, sehingga ia 
dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 yang merupakan syarat 
administrasi untuk mendapatkan buku nikah ia mencantumkan 
statusnya masih jejaka/bujang. Tentunya hal itu merupakan tindak 
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pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan data fiktif. Dan 
juga diketahui bahwa Jumriati telah hamil 3 bulan sebelum 
pernikahannya dengan Ansar bin Abd. Rasyid dilaksanakan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk 
meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan asal-usul 
perkawinan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP Bab XII Memalsukan 
Surat-Surat serta Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 280 KUHP Bab XIII 
Kejahatan Terhadap Kedudukan Warga dan menuangkannya dalam 
Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul ”Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan”. (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 421/Pid.B/2016/PN.Mks) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut 
Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul 
perkawinan Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks ?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penilitian 
Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut 
Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks . 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan 
asal-usul perkawinan Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks. 
b. Kegunaan Penilitian 
Kegunaan peniltian ini, adalah sebagai berikut : 
1.  Sebagai sarana pembantu dalam wawasan dan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai tindak 
pidana pemalsuan asal-usul perkawinan. 
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan 
penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji dalam hal ini adalah hukum 
menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini, 
pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas 
mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut Muladi, penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan 
lima masalah, yaitu :2 
1. Hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, 
dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, 
kepentingan umum, dan kepentingan individu; 
2. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan 
pencegahan lain yang bersifat non penal; 
                                                          
2 Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidan, (Semarang Badan 
Penerbit Universitas Dipenogoro, 1977,) hlm.241. Vide Nigel Walker, Sentecing in a Rational 
Society, (London: Allen Lane, The Penguin Press, 1969), hlm. 43 dst. 
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3. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama 
yang bersifat kriminogen; 
4. Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam 
menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang; dan 
5.  Prinsip diferensiasi pada kepentigan yang dirusak, perbuatan 
yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas 
kulpabilitas. 
Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak 
pidana dikeal sebagai strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah 
yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Strafbaar feit 
terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit.  
Yang masing-masing memiliki arti :3 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh. 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
peerbuatan. 
Jadi istilsh strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).4 
                                                          
3 Amir Iyas , 2012. Asas-asas  Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19 
4 Ibid. Hal. 19 
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Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain :5 
a. Perumusan Simons 
Simons merumuskan bahwa: “Een strafbaar feit” adalah suatu 
handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang)  bertentangan dengan hukum (onrechmatic) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) 
golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan 
yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan 
unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak. 
b. Perumusan Pompe 
Pompe meumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku 
mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum 
dan menjamin kesejahteraan umum. 
c. Perumusan Van Hamel 
Van Hamel merumuskan: “strafbaar feit” itu sama dengan yang 
dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannnya dengan kalmia 
“tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
 
                                                          
5 E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan  
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205 
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d. Perumusan Vos 
Vos merumuskan: “strafbaar feit” dalah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang 
diancam dengan pidana. 
Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-asas 
Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa 
istilah “strafbaar feit”, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
sebagai:6 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana, dan 
d. Tindak pidana 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat 
terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-
undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah 
tersebut dalam berbagai undang-undang. 
Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah 
satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 
(lima) kelompok yakni, sebagai berikut:7 
                                                          
6  Ibid. Hal.204 
7  Ibid. Hal.21 
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Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid 
(1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 
1981:206) dan lain-lainnya; 
Ke-2 :  “Perbuatan pidana” digunakan oleh Muljatno (1983;54) dan 
lain-lain; 
Ke-3 :  “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk ( Sianturi 1986;206) dan lain-lain; 
Ke-4 : “Tindak Pidana” Digunakan oleh Wirjono Projodikoro 
(1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R. Sianturi (1986:204) 
dan lain-lainnya; 
Ke-5 :  “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) 
dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain. 
 
Dan dari istilah-istilah yag digunakan, masing-masing memiliki 
pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah: 
 Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:8 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.” 
 Menurut Andi hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah 
beliau yakni, delik adalah:9 
“Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)” 
 Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai 
berikut:10 
“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
                                                          
8  Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta,Jakarta. Hal.59 
9 Ibid. Hal.19 
10 Ibid. hal.22 
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dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab).” 
 
 Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah:11 
“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman.” 
 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak 
pidana sebagai berikut:12 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan 
merupakan “subject” tindak pidana.” 
 Sedangkan, menurut Rusli Effendy:13 
“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu 
timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa 
pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi 
mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam KUHPid 
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai rumusan 
tersendiri mengenai hal itu.” 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel yakni meliputi 
perbuatan-perbuatan pidana hukum itu ditentukan oleh hukum pidana 
                                                          
11  E.Y Kanter & S. R. Sianturi, op.cit., Hal 208,209 
12  Ibid. hal.29 
13  Rusli Effendy, 1989. Azas-azas Hukum Pidana 
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tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan Tatbestand 
dalam hukum pidana jerman; melawan hukum; bernilai atau patut 
dipidana yang mungkin sejajar dengan subsocialiteit atau het 
subsociale ajaran Mr. M. P. Vrij, atau barangkali sesuai denganajaran 
sifat melawan hukum yang materiel yang akan diuraikan berikut: 
kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan 
bertanggungjawab.14 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. sianturi tindak pidana mempunyai 5 
(lima) unsur, yaitu: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelangggaran diancam dengan pidana; 
dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
Kemudian Menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan 
istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang 
merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:15 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
                                                          
14  Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.225 
15  Moeljatno, op.cit., Hal.69 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:16 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki 
rumusan delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 
(tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan/peraturan umum yang 
berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat 
pelanggaran. Dalam buku kedua dan ketiga KUHP terdapat unsur 
yang sering disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-
rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maupun dalam 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dapat diketahui bahwa 
ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:17 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
                                                          
16  Amir Ilyas, op.cit.,Hal.28 
17  Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo, Jakarta. 
Hal.82 
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c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur yang disebutkan di atas, diantaranya ada dua unsur, 
yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, 
sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. 
Menurut doktrin, unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari 2 (dua) 
unsur, yaitu: 
1. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri 
pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tindak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a 
person guilty unless the mind is guilty the mind is guilty or actus non 
facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakiabatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence orschuld). 
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a. Kesengajaan (dolus) 
Dalam crimineel weetboek atau KUHP tahun 1809, 
pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut:18 
“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang.” 
Dalam buku Leden Marpaung mengenai asas, teori,  
praktik hukum pidana menjelaskan bahwa pada umumnya para 
pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) 
bentuk, yakni:19 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsdewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
b. Kealpaan (culpa)  
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesangajaan. Kealpaan terdri atas 2 (dua) bentuk, yaitu : 
1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran); 
                                                          
18  Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori  - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 
Hal.13 
19  Ibid.Hal.9 
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2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan 
kesadaran)  
Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:20 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat 
perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan 
hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu 
telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu 
akibat yang dilarang Undang-undang. 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan 
itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada tau tidaknya kealpaan, 
harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-
keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui 
bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:21 
                                                          
20 Ibid. Hal.25 
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1. Kealpaan dengan kesadaran (bewaste schuld). Dalam hal ini 
si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewaste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh Undang-undang, sedang ia harusnya 
mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat. 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas:22 
a. Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
                                                                                                                                                               
21 Ibid. Hal.26 
22 Ibid. Hal. 27 
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c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakuan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membedakan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka dalam memutus 
seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak dengan 
menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada agar unsur-unsur 
tersebut dapat terpenuhi karena semua unsur-unsur di atas 
merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka 
dianggap perbuatan sipelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak 
dapat di pidana. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Secara teoretis terdapat beberapa jenis perbuatan/tindak pidana. 
Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan 
dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah 
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, 
sekalipun tidak dirumuskan dalam delik undang-undnag. Sedangkan 
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pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru 
disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang 
merumuskannya sebagai delik.23 Jenis perbuatan pidana berupa 
kejahatan juga disebut mala in se, artinya, perbuatan tersebut 
,merupakan perbuatan jahat karena sifar perbuatan tersebut memang 
jahat. Perbuatan pidana berupa pelanggaran disebut juga dengan 
istilah mala prohibita (malum prohibita crimes).24 
Perbuatan pidana juga dibedakan atas 2 yaitu perbuatan pidana 
formil dan perbuatan pidana materil : 
a. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah 
dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang 
dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan 
akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 326 KUHP 
tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.  
b. Perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang 
rumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Jenis 
perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk 
selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang 
pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. 
                                                          
23 Mahrus Ali, 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. 
Jakarta. Hal. 101 
24 Togat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembahasan, UMM 
Press, Malang 2008, hal.117-118. William L. Bames Jr, “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A 
Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment”, Indiana Law Journal, Vol. 74, No. 
627 1999, hal. 17. Dalam buku Mahrus Ali, 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan 
ketiga, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 101 
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Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik biasa dan delik yang 
dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling 
sederhana, tanpa ada unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam 
Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik yang 
dikualifikasikan adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang 
ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman 
pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan Pasal 365 
KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam 
Pasal 362 KUHP.25 
4. Tindak Pidana Terhadap Perkawinan 
Dalam kitab undang-undang Hukum pidana, kejahatan terhadap 
perkawinan diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP; 
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu; 
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal megetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 
menjadi pengahalang untuk itu. 
 
Dalam pasal tersebut pada butir ke (1) telah disebutkan bahwa 
seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan 
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah 
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Artinya sesorang tidak 
                                                          
25 Mahrus Ali, op.cit., Hal. 103  
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dapat melakukan pernikahan apabila telah melakukan perkawinan 
sebelumnya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Poligami berarti ikatan perkawinan yang 
salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri 
dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam 
menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti 
perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri 
pada jangka waktu tertentu. 
5. Tindak Pidana Poligami 
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria 
dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. 
Yang asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami 
datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran 
manusia dari zaman ke zaman.  
 
C. Tindak Pidana Pemalsuan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 
Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau 
dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan 
secara verbal. 
Menurut Adami Chazawi (2005: 3) 
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Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 
salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin 
tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin 
kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang sama di 
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya. 
Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 
mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang 
sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan 
pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma 
dasar :  
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat 
tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.  
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan 
Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan 
dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). 
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Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut :  
b. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1) :  
1. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;  
2. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh 
memakai;  
c. Unsur objeknya :  
Akta-akta autentik : 
1. Surat hutan atau sertifikat hutang dari suatu negara, 
bagian negara suatu lembaga umum;  
2. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang 
dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;  
3. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat 
yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;  
4. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk 
diedarkan;  
Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau 
dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah :  
1) Unsur-unsur objektif :  
a. Perbuatan: memakai;  
b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);  
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c. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;  
d. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;  
2) Unsur subjektif : 
a.  Kesalahan: dengan sengaja.  
Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan 
Pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 
ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara 
unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat 
khusus yang mengandung sifat pemberatan. 
Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama 
dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. 
Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), 
merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai 
berikut:  
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
2) Diamcam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memkai aka tersebut seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian.  
 
Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. 
Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang 
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menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik 
untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat 
(2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang 
dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).  
Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat 
dilihat unsur-unsurnya berikut ini : 
Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:  
1) Unsur-unsur obyektif : 
a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik; 
b. Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;  
c. Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan 
kerugian;  
2) Unsur subyektif : 
Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan  
kebenaran.  
Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:  
1) Unsur-unsur objektif :  
a. Perbuatan: memakai  
b. Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);  
c. Seolah-olah isinya benar;  
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2) Unsur subjektif:  
a. Kesalahan: dengan sengaja.  
4) Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan 
Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk  
kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, 
pemalsuan materai dan merek, dan pemalsuan surat.  
d. Sumpah Palsu  
Kualifikasi “Sumpah Palsu” dan Keterangan Palsu” (Meineed 
en Valscheid in Verklaringen) merupakan judul Bab IX di Buku II 
KUHP. Terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara 
Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP (WVS Hidia 
Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240. 26 
e. Pemalsuan Uang 
Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat 
juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang 
kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan 
sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan 
“pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang 
tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak 
pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat 
dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak 
pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya 
                                                          
26 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, op.cit., Hal. 8 
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lebih luas daripada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya 
mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), 
mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya 
(Pasal 247) dan lain-lain.27 
f. Pemalsuan Materai dan Merek 
 Materai :  
Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada 
kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber 
pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan 
keabsahan dari surat alat bukti. Pemalsuan materai diatur dalam 
Pasal 253, Pasal 257, Pasal 260, bis, Pasal 261.28 
 Merek :  
Istilah merek (merken) dalam tindak pidana pemalsuan merek 
dalam Bab XI Buku II KUHP ini pengertiannya terbatas pada 
merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, 
termasuk tanda atau alat-alat penakar (disebut benda-benda tera), 
serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan undang-
undang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bingkusannya. 
Jadi tidak termasuk dagang dan merek jasa sebagaimana 
dimaksudkan dan diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek. Tindak pidana pemalsuan mengenai dan dalam 
                                                          
27 Ibid. Hal. 45 
28 Ibid. Hal 98 
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hubungannya dengan merek atau tanda tersebut diatur dalam 
Pasal, 254, 255, 256, 258, 259 dan 262 KUHP.29 
g. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab 
XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya 
adalah : 
1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok 
(eenvoudige valscheid in geschriften), yang juga disebut 
sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263). 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerd valshheids in 
geschriften) (Pasal 264). 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta 
autentik (Pasal 266). 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268) 
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271) 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 
274) 
7. Meyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275). 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb.1926 No. 359 jo 
429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, 
melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana 
                                                          
29 Ibid. Hal. 120 
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tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat 
dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-
hak tertentu berdasarkan pasal 35 No.1 – 4.30 
D. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (Samenloop van Strafbaar 
Feit/Concursus) 
1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) 
Pengaturan tentang perbarengan diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, dan 70. Pada dasarnya yang dimaksud dengan 
perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu 
orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum 
dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak 
pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada 
pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang 
dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah pada 
pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal 
telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, 
bahkan telah dijalaninya, baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan 
pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah 
diperlukan.31 
 
 
                                                          
30 Ibid. Hal. 136 
31 Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,  Raja Grafindo, Jakarta. Hal. 
109 
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2. Macam-Macam Perbarengan(Concursus) 
a. Concursus Idealis 
Dalam literatur Hukum Pidana yang termuat pada Pasal 63 
dikenal dengan istilah Concursus Idealis yaitu suatu perbuatan 
yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Maksud 
dari Concursus Idealis, adalah adanya perbarengan hanya ada 
dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanyalah satu 
perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal 
perundang-undangan hukum pidana. Contohnya adalah suatu 
perkoasaan di muka umum, selain melanggar Pasal 285 
sekaligus juga merupakan pelanggaran Pasal 281 tentang 
kesusilaan.32 
b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
Perbuatan berlanjut merupakan istilah untuk menjelaskan 
apa yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP yang dalam Bahasa 
Belanda disebut (Voortgezettehendeling). Berdasarkan 
ketentuan Pasal 64 perbuatan/tindakan berlanjut terjadi apabila 
tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, 
sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dalam 
MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan 
                                                          
32 Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, 
Bandung. Hal. 184 
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itu ada hubungan sedemikan rupa sehingga harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah:  
1) Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari 
suatu kehendak. 
2) Delik yang terjadi itu sejenis. 
3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak 
terlampau lama.33 
c. Concursus Realis (Pasal 65-70 KUHP)  
Concursus Realis diatur dalam Pasal 65 sampai 70 yaitu 
sebagai berikut : 
a. Pasal 65 
1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan 
hanya satu pidana. 
2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, 
tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
 
b. Pasal 66 
1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang 
masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan 
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
                                                          
33 Ibid. Hal. 185 
 
 
34 
2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk 
perbuatan itu 
 
c. Pasal 67 
“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana 
lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim.” 
d. Pasal 68 
1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang 
pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: 
a) Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan 
satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau 
pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana 
pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya 
pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling 
lama lima tahun; 
b) Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan 
dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi; 
c) Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, 
begitu pula halnya dengan pidana kurungan 
pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, 
dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 
2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak 
boleh melebihi delapan bulan. 
 
e. Pasal 69 
1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis 
ditentukan menurut urut-urutan dalam pasal 10. 
2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka 
dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. 
3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang 
sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-
masing. 
4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang 
sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-
masing. 
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f. Pasal 70 
 
1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam 
pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan 
kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, 
maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana 
sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 
2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana 
kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 
satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya 
pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan 
bulan. 
 
Concursus Realis terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri 
sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan 
tidak perlu berhubungan).34   
3. Sistem pemidanaan concursus35 
Ada dua stelsel pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu 
stelsel komulasi dan stelsel absorsi murni, sedangkan stelsel 
antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorsi 
dipertajam.  
a. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni. 
Menurut stelsel ini, untuk setiap tindak pidana 
diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa 
pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana 
yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 
                                                          
34 Ibid. Hal. 185-187 
35 Ibid. Hal. 187-188 
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bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman 
adalah 12 bulan. 
b. Stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. 
Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang 
terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum 
pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih 
tinggi misalnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara maksimum 20 tahun.  
c. Stelsel komulasi terbatas  
Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk 
tengah dari stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni 
dan stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. Artinya 
untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman 
yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu 
penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang 
pecahan dari yang tertinggi. Misalnya, 2 tindak pidana yang 
masing-masing diancam dengan maksimum 6 tahun dan 4 tahun. 
Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang 
tertinggi, maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana 
tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun = 8 tahun. 
d. Stelsel penyerapan dipertajam 
Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. 
Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman 
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pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan 
yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman 
pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini 
hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang 
diancamkan terberat ditambah sepertiganya. 
 
E. Perkawinan 
1. Asal-usul Perkawinan 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 
ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami 
yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga ). 
Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 
dan 280.  
a. Pasal 277  
1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan 
sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena 
penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling 
lama enam tahun.  
2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat 
dinyatakan.  
 
b. Pasal 279  
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :  
a) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – 
perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu;  
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b) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – 
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.  
2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 
1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan 
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat 
dinyatakan.  
 
c. Pasal 280  
“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja 
tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada 
penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan 
penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.” 
 
Dari pasal yang bersangkutan di atas dari KUHP Belanda, tindak 
pidana ini dinamakan dubble huwelijk atau bigami karena di Negeri 
Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Maka, tindak 
pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.36 
2. Pengerian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan 
Perkwainan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. 
                                                          
36 Wirjono Prodjodikoro, 2012,  Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika 
Aditama, Bandung. Hal. 95. 
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Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-
Undang perkawinan sebagai berikut: 37 
1. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu  
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 
disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkitan, karena hukum dan 
agama dari yang bersangkutan mengizinannya, seorang 
suami dapat beristri lebih dari seorang.  
3. Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa 
calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat.  
4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – undang ini 
menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.  
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga 
                                                          
37 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi. Raja Grafindo, 
Jakarta, hlm. 48 
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maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 
dan diputuskan bersama oleh suami istri. 
6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut: 
“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria 
dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” 
 
3. Syarat-syarat Perkawinan 
Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua 
belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi 
apabila memenuhi syarat – syarat perkawinan yang telah ditentukan 
dalam UU Perkawinan maupun syarat – syarat lainnya. Adapun 
syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan 
kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan Pasal 6 yaitu :  
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai.  
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorag yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua.  
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3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya.  
4)  Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah 
seorang atau lebih dianatar mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 
dahulu 48 mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), 
(3), dan (4) pasal ini.  
6) Ketentuan tersebut ayat (1) – ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing – masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 
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F. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan.  
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.  
Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan 
pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak 
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku 
pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain. 
1) Dasar pemberatan pidana umum 
a) Dasar pemberatan karena jabatan. 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 
KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
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jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak 
pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga.38 
 
b) Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 
52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana 
pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”39 
c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, 
Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 
yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut 
dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah 
dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi 
banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya 
                                                          
38 Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
39 Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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saja, melainkan seperti dari 6 (enam) hari kurungan 
menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat 
(2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda 
diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan 
Pasal 501 ayat (2). 
2) Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui 
atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang 
bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam 
tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak 
pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi 
tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak 
pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya 
diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum 
a) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah 
mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) 
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tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari 
maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang 
dewasa. 
b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. 
Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang 
mencoba itu atau orang yang membantu  hanya mengambil 
sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana 
tertentu. 
2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak 
pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk 
segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian 
ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
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Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan Hakim juga wajib 
mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40 Lihat Pasal ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum kota Makassar 
yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
tersebut akan dilakukan berdasarkan judul “Tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidana pemalsuan asal usul dan perkawinan 
No.421/Pid.B/2016/PN.Mks” maka penulis menetapkan lokasi penelitian di 
Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi 
yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti.  
B. Jenis dan Sumber Data  
 Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
antara lain berupa:  
1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 
yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak 
terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, 
bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal 
dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-
buku, putusan pengadilan dan dokumen atau arsip serta bahan lain 
yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data adalah sebagai berikut:  
1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data 
dengan cara memepelajari berbagai literature, baik buku artikel, 
maupun materi kuliah yang diperoleh.  
2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan 
obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang 
terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa.  
D. Teknik Analisis Data  
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh 
baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data 
berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan 
atau penelitian ini.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 
421/Pid.B/2016/PN.Mks 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2016/PN.Mks, 
maka perlu diketahui terlebih dahulu poisis kasus, dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus  
Ansar Bin Abd.Rasyid telah menikah dengan Munamira pada 
sekitar tanggal 06 Oktober 2001 di Kab. Pangkep sebagaimana Akta 
Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan KUA kec. Pangkajene Kab. 
Pangkep dengan nomor : 493/3/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lalu sekitar tahun 2014 Ansa 
Bin Abd. Rasyid berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan 
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Jumriati Binti Muh. Rewa, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, 
bertempat di Jalan Bangkala No.10 Kel. Kapasa Raya Kec. 
Tamalanrea Kota Makassar, mengadakan perkawinan padahal dia 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu. Kemudian untuk meyakinkan 
Abd. Hafid Karim yang bertindak sebagai imam, maka Ansar Bin Abd. 
Rasyid mengaku kepada Abd. Hafid Karim bahwa ia masih 
jejaka/bujang, sehingga ia dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 
yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah 
ia mencantumkan statusnya masih jejaka/bujang. Tentunya hal itu 
merupakan tindak pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan 
data fiktif. Dan juga diketahui bahwa Jumriati telah hamil 3 bulan 
sebelum pernikahannya dengan Ansar bin Abd. Rasyid dilaksanakan. 
 
2. Dakwaan  
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan 
adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. 
Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat 
surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik 
untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam 
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perkara Nomor 421/Pid.B/2016/PN.Mks ini, Jaksa Penuntut Umum 
membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi 
dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemalsuan asal-
usul perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid 
yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa ANSAR Bin ABD. RASYID pada hari Kamis 
tanggal 04 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu 
lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Bangkala No.10 Kel, 
Kapasa Raya Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, Mengadakan Perkawinan 
padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah 
untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara : 
- Bahwa terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid telah menikah dengan 
Pr. Munamira pada sekitar tanggal 06 Oktober 2001 di Kab, 
Pangkep sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan 
KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dengan nomor : 
493/3/x/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 2 
(dua) orang anak lalu sekitar tahun 2014 terdakwa berkenalan 
dan menjalin hubungan pacaran dengan Pr. Jumriati Binti Muh. 
Rewa (berkas perkara diajukan terpisah) lalu pada waktu dan 
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tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menikah dengan 
Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dan yang menikahkan adalah 
imam Abd. Hafid Karim sebagaimana Duplikat buku nikah yang 
dikeluarkan oleh KUA Kec. Tallo Makassar Nomor : 
102/30/VI/2015 tanggal 28 September 2015 tanpa 
sepengetahuan ataupun seizin istri terdakwa yaitu korban Pr. 
Munamira padahal terdakwa dan Pr, Jumriati Binti Muh.Rewa 
mengetahui kalau terdakwa telah menikah dan masih terikat 
pernikahan serta sebelum bercerai dari korban Pr. Munamira 
dan hal tersebut mengakibatkan saksi korban merasa 
keberatan.  
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses 
persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari 
terdakwa sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah 
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, oleh karena dakwaan berbentuk alternative dan 
dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah 
dakawaan tunggal maka akan langsung dibuktikan dakwaan 
tersebut yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa ; 
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2) Telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa 
perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya untuk melakukan perkawinan lagi ; 
Ad.1. Unsur “Barang siapa” : 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang 
tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat 
dipertanggungjawabkan semua perbuatannya dan tidak termasuk 
dalam pengertian Pasal 44 KUHP.  Yang dimaksud barang siapa 
dalam perkara ini terdakwa Ansar Bin. Abd. Rasyid yang identitasnya 
telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh 
terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam 
kenyataannya terdakwa dalam kedaan sehat jasmani maupun rohani 
sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 
Ad.2. Unsur “ Telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya 
bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya untuk melakukan perkawinan lagi ” : 
Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bahwa berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, 
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diperoleh fakta hukum bahwa sekitar tanggal 04 juni 2015 di Jalan 
Bangkala Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar tepatnya 
dirumah kakak Pr. Jumriati inti Muh. Rewa (berkas perkara terpisah) 
terdakwa telah menikah dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa tanpa 
izin dari istri pertama terdakwa yaitu Pr. Munamira sebagaimana Akta 
Nikah / Buku Nikah No. 493/3/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 yang 
dikeluarkan KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep padahal terdakwa 
mengetahui kalau terdakwa belum resmi bercerai dari istri pertama Pr. 
Munamira tersebut.  
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan 
dalam persidangan tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya 
berbunyi sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid telah terbukti 
secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“telah melakukan perkawinan padahal mengetahui kalau 
perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang untuk 
melakukan perkawinan lagi” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa 
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penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan ; 
3. Menyatakan surat berupa : 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) warna coklat an Lk. 
Ansar Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil 
dengan kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang 
dikeluarkan KUA kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. Sul Sel 
pada tanggal 10 Oktober 2001. 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) warna hijau an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil dengan 
kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang dikeluarkan di 
KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. Sul Sel pada 
tanggal 10 Oktober 2001. 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna merah an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan 
duplikat kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
pada tanggal 28 September 2015. 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna hijau an Lk. Ansar Bin 
Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan duplikat 
kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang dikeluarkan di 
KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel pada tanggal 28 
September 2015. 
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- 1 (satu) lembar surat perjanjian Per. Jumriati yang ditanda 
tangani di Makassar tanggal 30 Mei 2015. 
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Jumriati Binti Muh. 
Rewa 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)  
4. Amar putusan : 
Adapun amar putusan sebeagai berikut : 
1.  Menyatakan terdakwa Ansar Bin Abd, Rasyid telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa 
perkawinan yang telah ada dari pihak lain itu akan menjadi 
halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan 
lagi” ; 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) warna coklat an Lk. 
Ansar Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil 
dengan kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang 
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dikeluarkan KUA kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. Sul 
Sel pada tanggal 10 Oktober 2001. 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) warna hijau an Lk. 
Ansar Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil 
dengan kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. 
Sul Sel pada tanggal 10 Oktober 2001 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna merah an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan 
duplikat kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
pada tanggal 28 September 2015 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna hijau an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan 
duplikat kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
pada tanggal 28 September 2015 
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Per. Jumriati yang ditanda 
tangani di Makassar tanggal 30 Mei 2015.  
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Jumriati Binti 
Muh. Rewa 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar niaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
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5. Analisa Penulis 
Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 
421/Pid.B/2016/Pn.Mks terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum 
dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan 
pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana 
Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 279 (1) ke-1 KUHP, 
Maka Usur-Unsur dari pasal 279 (1) ke-1 KUHP adalah sebagai 
berikut :  
1. “Barangsiapa” Yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan 
hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabakan dalam setiap perbuatannya 
yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.  
2. “Mengadakan Perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang 
diselengggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau 
prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun 
kebiasaan masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan 
dapat dikatakan mengadakan perkawinan apabila hanya berdua 
saja dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa 
terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah. 
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3. “Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain” (angka 2) Unsur 
ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, 
mengetahui dengan pasti bahwa suami/istrinya telah memiliki 
istri/suami yan masih terikat di dalam perkawinan. 
4. “Adanya Penghalang yang sah” Unsur ini Bermakna bahwa kedua 
calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, 
maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur-unsur pada poin ke-2 
dan ke-3. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu 
pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan 
dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi. 
Dakwaan merupakan hal yang fundamental dalam menuntut 
sesorang atas perbuatan yang dilakukan dan penting dalam 
menyelesaikan suatu perkara. Dalam mengadili suatu perkara 
haruslah penuntut umum membuat secara jelas dan cermat sesuai 
dengan tanggal  tata cara dan teknik pembuatan surat dakwaan yang 
diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-04/J.A/II/1993 
tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum Nomor: B-607/E/II/19933 dan Ketentuan Hukum Acara 
Pidana.  
Dalam kasus posisi tersebut terdapat suatu tindak pidana  
perbarengan (Concursus) yang berupa tindak pidana pemalsuan surat 
dan juga perzinahan. Oleh karena itu penerapan dakwaan tunggal 
yang didakwakan oleh penuntut umum kurang tepat sehingga apabila 
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dalam dakwaan penerepannya kurang tepat maka dakwaan tersebut 
akan menjadi celah untuk mengajukan eksepsi (nota keberatan) oleh 
Penasehat hukum dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi 
pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Penasehat hukum. 
Maka menurut hemat penulis berpendapat bahwa dakwaan 
seharusnya dakwaan alternatif yaitu : 
Pertama : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP 
     Atau 
Kedua  : Pasal 263 ayat (1) KUHP 
   Atau  
Ketiga  : Pasal 284 ayat (1e) huruf a KUHP 
Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP : 
1. “Barang siapa” yang dimaksudka adalah pribadi orang atau 
badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan 
kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap 
perbuatannya yangdidakwa sebagai pelaku tindak pidana 
2. “Membuat surat palsu” adalah membuat surat palsu/membuat 
palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, 
kemudian di uat suatu surat yang isinya sebagian atau 
seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. 
Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat 
palsu. 
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3. “Yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian/kewajiban atau 
sesuatu pemebasan utang, atau yang bolej dipergunakan 
sebagai keterangan sesuatu perbuatan”. 
4. “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu solah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan” 
5. “dapat mendatangkan sesuatu kerugian” maksudnya adalah 
bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan 
kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah 
cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh 
karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materil, 
tapi juga termasuk kerugian immateril, seperti keresahan 
masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesusilaan maupu 
kehormatan. 
Unsur Pasal 284 ayat (1e) huruf a KUHP: 
1. “Salah satu pihak telah menikah sah” Sah-nya perkawinan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
2. “Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka 
(menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-
benar terjadi). Makasudnya adalah apabila pasangan yang 
diduga berzinah tersebut sudah melakukan “Persetubuhan”, 
persetubuhan meurut penjelelasan KUHP adalah peraduan 
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antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin 
laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan 
sehingga mengeluarkan air mani. 
3. “Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi 
korban/dirugikan”. Maksudnya adalah untuk dapat 
memproses dilakukannya tindakan penyidikan tindak pidana 
perzinahan, maka harus ada pengaduan dari suami/istri 
yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Tinda pidana 
perzinahan merupakan delik aduan absolut karena tindak 
pidan perzinahan tidak dapat dituntut apanila tidak ada 
pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindak 
pidana perzinahan.   
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul 
Perkawinan Putusan No. 421/Pid.B/2016/Pn.Mks  
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, 
kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus 
posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak 
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pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, 
penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim 
yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang terjadi 
serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum 
terhadap peristiwa itu. 
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-
pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. 
Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 
terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari putusan. 
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, 
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan padanya. 
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Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 279 ayat 
(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu; 
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
memberi pertimbangan sebagai berikut :  
Ad. 1 Unsur Barangsiapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah 
orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang 
bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya. 
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 
menghadirkan Terdakwa Ansar Bin abd. Rasyid yang identitasnya 
telah diteliti oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan 
identitas sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum yang 
dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, 
sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (Error in Persona) 
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Menimbang bahwa dengan demikianunsur Barangsiapa telah 
Terpenuhi dan terbukti menurut Hakum. 
Ad.2 Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu; 
Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana yang 
terurai diatas dihubungkan dengan unsur ke 2 tindak pidana Aquo 
Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 
2015 bertempat di Jalan Kapasa Kec Tamalanrea Kota Makassar 
sekitar Pukul 20.00 Wita dengan saksi Jumriati berdasarkan buku 
nikah nomor: 102/30/VI/2015 yang dikeluarkan di KUA kec. Tallo Kota 
Makassar Prov. Sul-Sel pada tanggal 28 September 2015 yang pada 
saat itu terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid masih berstatus suami yang 
sah dari saksi Munamira, dan dengan demikian menurut Majelis 
Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka 
Menurut Majelis perbuatan dari terdakwa tersebut telah dapat 
memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat telah 
terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak 
pidana tersebut.   
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Menimbang, bahwa oleh karenannya dalam hal ini majelis 
sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan 
terdakwa kecuali terhadap ancaman pidanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah tebukti bersalah, 
maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dihukum, maka 
terhadapnya harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini. 
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis 
tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana harus dipertanggugngjawabkan atas 
segala perbuatan dan kesalahannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana. 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan 
kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan 
kepadanya serta untuk menyesali perbuatannya dan mencegah untuk 
mengulang kembali. 
Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan 
mempertimangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi 
terdakwa yaitu sebagai berikut: 
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Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan istri pertama Pr. Munamira 
merasa keberatan 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya 
tersebut 
- Terdakwa mempunyai tanggaungan keluarga. 
Memperhatikan pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan. 
2. Amar Putusan   
Adapun amar putusan dalam kasus ini adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Ansar Bin Abd, Rasyid telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa 
perkawinan yang telah ada dari pihak lain itu akan menjadi 
halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan 
lagi” ; 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) warna coklat an Lk. 
Ansar Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil 
dengan kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang 
dikeluarkan KUA kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. Sul 
Sel pada tanggal 10 Oktober 2001. 
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) warna hijau an Lk. 
Ansar Bin Rasido dengan Pr. Munamira Binti H. Abd. Jalil 
dengan kutipan akta nikah Nomor : 493/3/X/2001 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Prov. 
Sul Sel pada tanggal 10 Oktober 2001 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna merah an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan 
duplikat kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
pada tanggal 28 September 2015 
- 1 (satu) buah duplikat buku nikah warna hijau an Lk. Ansar 
Bin Rasido dengan Pr. Jumriati Binti Muh. Rewa dengan 
duplikat kutipan akta nikah Nomor : 102/30/VI/2015 yang 
dikeluarkan di KUA Kec. Tallo Kota Makassar Prov. Sul-Sel 
pada tanggal 28 September 2015 
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- 1 (satu) lembar surat perjanjian Per. Jumriati yang ditanda 
tangani di Makassar tanggal 30 Mei 2015.  
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Jumriati Binti 
Muh. Rewa 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar niaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
 
3. Analisa Penulis 
Dalam kasus ini Jaksa Pennuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP yang 
dimana dakwaan tersebut menurut penulis kurang tepat, sebab ada 
beberapa tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini dan menurut 
penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan 
dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 
263 ayat (1) KUHP atau Pasal 284 ayat (1e) huruf a. 
Berdasarkan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan 
berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan yang telah 
didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-
1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Menurut hemat penulis, penerapan hukum formil dan hukum 
materil dalam kasus ini sudah tepat dan sependapat dengan putusan 
yang diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu telah terbukti secara sah 
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dan meyakinkan terdakwa bersalah dan memenuhi segala unsur yang 
terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1, meski penggunaan pasal 
dalam dakwaan menurut penulis tidak sepenuhnya sepakat karena 
seharusnya masih ada beberapa pasal yang dapat didakwaakan.  
Kemudian, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang 
harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat di hukum adalah sebagai 
berikut : 
1. “Barangsiapa” 
2. “mengadakan perkawinan” 
3. “mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain” maksudnya 
adalah unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari 
calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa 
suami/istrinya telah memiliki istri/suami yang masih terikat 
dalam perkawinan yang sah. 
4. “adanya penghalang yang sah” maksudnya adalah bahwa 
kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan 
perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur pada 
poin Ke-2 dan poin Ke-3. Apabila kedua poin ini telah terpenuhi 
maka dalam unsur pidana yang ke-4 inipun dapat terpenuhi. 
 
Pengertian barang siapa adalah siapa saja yang menjadi sebagai 
subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban yang telah cakap. 
Subjek hukum dapat berupa “individu” (naturelijk person) atau badan 
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hukum (Rechtspersoon). Ansar Bin Abd. Rasyid atau terdakwa dalam 
persidangan yang identitasnya telah dipelajari oleh hakim ternyata 
telah sesuai dengan identitas yang sebenar-benarnya maka telah 
memenuhi unsur barangsiapa. 
Pengertian yang kawin sedang diketahuinya bahwa 
perkawinannya yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi 
halangan yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi berdasarkan 
fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Ansar Bin Abd. 
Rasyid masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Munamira yang 
dibuktikan dengan barang bukti satu buah buku nikah Nomor : 
494/3/X/2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep 
Prov. Sul-Sel pada tanggal 10 Oktober 2001. Dan berdasarkan fakta 
dalam persidangan bahwa telah terjadi pernikahan keduanya 
dilaksanakan menurut ajaran islam oleh terdakwa Ansar Bin Abd. 
Rasyid menikah dengan saksi Jumriati pada hari Kamis tanggal 04 
Juni 2015 bertempat di Jalan Kapasa Kec Tamalanrea Kota Makassar 
sekitar Pukul 20.00 Wita berdasarkan buku nikah Nomor: 
102/30/VI/2015 yang dikeluarkan di KUA kec. Tallo Kota Makassar 
Prov. Sul-Sel pada tanggal 28 September 2015. Yang pada saat 
pernikahan itu telah dilakukan dengan saksi Munamira yang masih 
berstatus sebagai istri yang masih terikat perkawinan sebelum 
terdakwa melangsungkan perkawinannya yang kedua dan terdakwa 
tidak mendapatkan izin untuk mengadakan perkawinan dengan saksi 
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Jumriati. Bahkan saksi Munamira sebagai istri pertama tidak 
mengetahui jika ternyata terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid telah 
melangsungkan perkawinan yang kedua. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Pengadilan 
dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya 
terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan 
dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk 
didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang 
saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar 
putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana kawin sedang diketahuinya 
bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya. diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP . 
Dalam memutus perkara hakim tentunya akan 
mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan 
faktor non-yuridis: 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada 
faktafakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi 
sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam 
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peraturan perundang undangan dapat kita sebut sebagai 
perimbangan yuridis 
b. Pertimbangan Non-yuridis 
Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan haki yang 
didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan 
perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat 
pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan 
masalah-masalah sosial dalam struktur masyarakat. 
c. Pengambilan keputusan 
Sangat diperlukan oleh hakim dalam menetukan putusan yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim Harus dapat mengelola 
dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan 
dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keteangan saksi, pembelaan, 
serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun sisi psikologis 
terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, 
kebijksanaan dan profesionalisme. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan diatas, dari rumusan masalah yang ada maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak 
pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh 
terdakwa Ansar Bin Abd. Rasyid telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum 
yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa telah 
melanggar ketentuan Tindak pidana kawin sedang diketahuinya 
bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang 
sah  baginya diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. 
Namun penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan dakwaan 
yang ada karena terdapat tindak pidana yang lain yang 
dilakukan oleh terdakwa sehingga dakwaanya harus berupa 
dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP atau 
Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 284 ayat (1e) huruf a 
KUHP. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam putusan Nomor: 
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421/Pid.B/2016/PN.MKS telah sesuai dengan terpenuhinya 
semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal yang telah 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 279 Ayat 
(1) Ke-1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling 
berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Menurut penulis 
Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar 
norma kesusilaan, hakim seharusnya mempertimbangkan 
tujuan pemidanaan bagi terdakwa agar terdakwa dapat 
memperbaiki diri, membebaskan rasa bersalah, dengan 
memulihkan keseimbangan yang dapat menyelesaikan konflik 
sehingga dapat menimbulkan rasa damai tujuan pemidanaan 
berdasarkan rancangan KUHP. Selain itu hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan bagi para terdakwa. 
Hukuman yang dijatuhkan sudah tepat berdasarkan dakwaan 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meski jauh dari 
tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan rasa takut dan 
memberikan efek jerah bagi pelakunya sendiri apalagi kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku tergolong kejahatan yang sering 
didapati terjadi di ruang lingkup masyarakat. 
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B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Majelis hakim diharapkan dalam pertimbangannya memutus 
perkara harus mengedepankan faktor sosiologis terdakwa serta 
menggali hukum yang hidup didalam masyarakat agar penjatuhan 
putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan 
masyarakat guna mencapai kepastian hukum 
2. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam 
menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti 
memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai 
upaya preventif. 
3. Diharapkan agar lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki 
fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan 
dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan dan 
mengeluarkan izin seseorang untuk melakukan perkawinan dan 
haruslah memperketat pencatatan dan pemberian informasi data-
data valid terhadap seluruh KUA yang ada di indonesia agar 
supaya tidak terjadinya pemalsuan dalam pengisan NA-1 hingga 
NA-7 yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap asal-usul 
perkawinan dan pemalsuan dokumen perkawinan. 
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